
Bisnis Demokrasi

Jumlah pemilih terdaftar = 200 juta orang
Untuk menang maka suara yang dibutuhkan 30 % dari jumlah pemilih = 60 juta

Budget pemenangan 1 orang pemilih = Rp. 150.000
= 60 juta x Rp.150.000 = Rp. 9 Trilyun

Biaya Public relation promosi Partai untuk kandidat = Rp 5 Triliun (negotiable)

Bila dibutuhkan 3 partai = Rp.15 Triliun (negotiable ) dibagi tergantung besarnya persentase suara
partai eksis yang disumbangkan untuk memenuhi minimal 20 % suara

Biaya media televisi per jam Rp.10 Milyar, tergantung jam waktu tayang di prime time atau bukan.

Bila dipromosikan 3 hari sekali dengan berbagai jam tayang maka per bulan 10 x tayang x Rp.10 Milyar
= Rp.100 Milyar / bulan x 6 bulan = Rp. 600 Milyar

Biaya media on line di seluruh media, pooling survey dan buzzer.. total kira kira Rp.500 Milyar

Biaya merchandise (kaos, bendera dll) per paket Rp. 50 ribu .maka separuh dari 60 juta orang = 30
juta x Rp. 50 ribu = Rp.1,5 Triliun

Total biaya yang dibutuhkan untuk promosi kandidat Presiden (dalam Rp)

9 Triliun + 15 Triliun + 600 Milyar + 500 Milyar 1,5 Triliun = Rp. 26 , 6 Triliun dibulatkan Rp.27 Triliun

Jadi seorang kandidat yang dipromosikan akan memerlukan biaya pemenangan kira kira Rp.27 Triliun
hingga Rp.30 Triliun ..

Sumber dan pemenangan ini diusung bareng oleh para pemodal biasanya pengusaha baik pengusaha
dalam negeri ataupun pengusaha asing yang ingin tetap eksis di Indonesia

Inilah juga sebabnya , negara asing baik langsung melalui lembaga donor maupun melalui
pengusaha/perusahaan yang berebut pengaruh dan wilayah geoekonomi Indonesia ikut menyumbang
melalui agen agen nya walau tidak akan pernah diakui

Bagaimana kemudian bila calon Presiden yang dipromosikan menjadi Presiden ?

Maka Presiden harus membayar kembali biaya pemenangan melalui jatah proyek proyek APBN
maupun APBD ataupun konsesi konsesi tertentu . Pertambangan misalnya, atau perdgangangan
bebas pajak.

Bisa juga proyek setahun ataupun multi years atau konsesi dengan nilai minimal 5 x lipat = minimal
Rp.120 Triliun

Perhitungan sama terhadap para kandidat Wakil Rakyat dari tingkat pusat hingga daerah, dimana kata
kunci adalah berapa suara yang dibutuhkan untuk menang dan calon dipastikan jadi .

Negara asing yang ikut meramaikan bursa calon presiden di Indonesia dan kemudian calon presiden
yang diusung berhasil menjadi presiden akan terlihat jelas dari proyek dan konsesi yang diberikan
oleh pemerintah Indonesia kepada mereka

Dari gambaran diatas maka jelas terlihat bahwa demokrasi di Indonesia itu demokrasi atas uang.

Uang lah yang menentukan keberhasilan seorang kandidat bisa berhasil atau tidak



Demikian pula bila ada yang mengatakan biaya demokrasi di Indonesia itu mahal dan membuka
peluang dikoloni ini memang disebabkan sistemnya sendiri yang membuka peluang untuk
memperkaya partai politik ..

Lalu dimana posisi pemilik suara sebenarnya yang kemudian bermaksud hak haknya untuk
diperjuangkan ?

Lho bukannya sudah dibayar ? jadi tak usahlah lagi berharap lebih..
Ini bisnis investasi bukan kerja social bung…

Adi Ketu
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Dua buku rekomendasi untuk dibaca sebagi penambah wawasan yang ditulis berdasar penelitian
empris studi kasus di Indonesia dan Amerika Serikat

1.Democracy For Sale – Election, Clientilism, and the state of Indonesia

Ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan dan survei ahli yang luas.

Democracy for Sale menyediakan suatu analisis tentang demokrasi Indonesia yang bersentuhan
langsung dengan kehidupan sehari-hari rakyatnya.

Edward Aspinall dan Ward Berenschot memeriksa jejaring informal dan strategi-strategi politik yang
membentuk akses pada kekuasaan dan privilese dalam lingkungan politik kontemporer Indonesia
yang morat-marit.

Hasil pengamatan mereka memperlihatkan bagaimana di setiap tingkatan, institusi-institusi formal
telah dibayang-bayangi oleh dunia gelap koneksi personal dan pertukaran klientelistik.

2. Democracy For Sale : Dark Money Dirty Politic

Sinopsis : Demokrasi sedang dalam krisis, dan aliran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
dan tidak dapat dilacak membantu menghancurkannya.

Politisi berbohong dengan suka cita dan tanpa merasa bersalah, membuat klaim liar yang dapat
dibagikan secara instan kepada jutaan orang di media sosial.

Peter Geoghegan adalah pengamat yang rajin dan brilian mengorek dunia gelap uang gelap dan
disinformasi digital yang membentang dari Westminster hingga Washington, dan jauh lebih jauh.

Dia menunjukkan bagaimana undang-undang pemilu dilanggar dengan impunitas, bagaimana lobi
rahasia membengkokkan politik, dan bagaimana raksasa teknologi Silicon Valley berkolusi dalam
menjual demokrasi.

Geoghegan menyelidiki politisi, think tank partisan yang didanai dengan sangat baik, propagandis
yang tahu cara memainkan sistem yang curang, dan para juru kampanye dan regulator dengan gagah
berani mencoba menghentikan mereka.

Democracy for Sale adalah kisah tentang bagaimana uang, kepentingan pribadi, dan penipuan digital
mengikis kepercayaan pada demokrasi – dan penjelasan dan rekomendasi tentang apa yang harus
dilakukan untuk mengatasinya.

Ini theory dan prakteknya bisa beda.

Copas dari Kamar Tetangga.


